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Abstrak  

This study examines the resolution of bankruptcy through a debt 

restructuring scheme within the framework of the Omnibus Law, 

specifically Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This 

change in regulations has a significant impact on the mechanism 

for settling debts for debtors who are experiencing financial 

difficulties. This study uses a juridical-normative method with a 

legislative approach and doctrinal analysis to examine the 

provisions of debt restructuring in the Job Creation Law and its 

implications for the bankruptcy system in Indonesia. The study also 

compares the mechanisms set out in previous regulations with the 

latest provisions to understand the effectiveness of the policies 

enshrined in the Omnibus Law. In addition, this study explores 

various challenges and opportunities faced in the implementation 

of debt restructuring schemes, including the role of commercial 

courts, creditors, and debtors in achieving fair and balanced 

solutions. 
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PENDAHULUAN 

Pailit/Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti 

membayar utang karena tidak mampu. Di Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan di atur 

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). Namun dalam beberapa tahun terakhir perkembangan ekonomi 

global maupun dinamika pasar yang semakin maju memerlukan pembaruan hukum 

(Muhammad Ridduwan, 2024). 

Kurator dan hakim pengawas memiliki tugas mengelola kewajiban utang debitur pailit 

terhadapt para kreditur, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 

Namun, penyelesaian kewajiban pembayaran utang tidak hanya terbatas pada pengembalian 

dana pinjaman kepada kreditur, namun mencakup aspek hukum dan ekonomi yang lebih luas 

dalam proses kepailitan. Lebih dari itu, perusahaan yang berada dalam keadaan pailit juga 

memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak. Hak-hak tersebut 
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meliputi pembayaran upah, uang pesangon, serta kewajiban lainnya yang berkaitan dengan 

kesejahteraan pekerja (Mashudi & Hmadi Aji, 2020). 

Hubungan kerja merupakan relasi antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada 

perjanjian kerja, yang mencakup tiga unsur utama: pekerjaan, upah, dan perintah. Ketika 

pekerja dan pengusaha menyepakati perjanjian kerja serta memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan, maka keduanya terikat oleh kesepakatan yang menghasilkan hak dan kewajiban 

bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dijalankan sesuai dengan isi 

perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku. Pada awalnya hubungan kerja bersifat 

privat karena berfokus pada kontrak antara kedua belah pihak. Namun seiring waktu, konsep 

ini bergeser menjadi ranah publik akibat campur tangan pemerintah dalam hukum 

ketenagakerjaan.  Pergeseran ini terlihat dari intervensi pemerintah melalui peraturan 

perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang bertujuan melindungi hak pekerja. Undang-undang tersebut 

menetapkan standar minimum dalam berbagai aspek ketenagakerjaan, terutama untuk 

melindungi pekerja ketika perusahaan menghadapi kondisi pailit (STIH Padang, 2017). 

Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa hak pekerja sebagai 

kreditur preferen umum harus dibayarkan setelah kreditur separatis bertentangan dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan prioritas pada pembayaran 

hak upah pekerja. Hal ini sering memicu konflik antara pekerja dan perusahaan, yang dalam 

proses kepailitan diwakili oleh kurator. Kurator cenderung lebih mengacu pada aturan-aturan 

dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja 

(Lidia Febrianti et al, 2022). 

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan bagian dari kebijakan Omnibus Law. Salah satu 

aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah skema restrukturisasi utang. Restrukturisasi 

merupakan upaya untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan yang harus dilakukan 

ketika perusahaan berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajibannya (insolvable) 

atau menghadapi ancaman insolvency (Florianus et all, 2020).  Jadi restrukturisasi utang dalam 

proses kepailitan merupakan upaya yang dapat di lakukan untuk menyelamatkan perusahaan 

yang sedang mengalami kesulitan keuangan dengan cara meneliti kembali kewajiban utangnya. 

Dalam konteks kepailitan, debitor harus memiliki itikad baik dalam melunasi utang agar 

kelangsungan usahanya dapat berjalan dengan lancar .Debitor juga di beri kesempatan untuk 

merestrukturisasi utang dan mengupayakan keuangan perusahaan agar tetap stabil. Menurut 

Gunadi, skema restrukturisasi di rangkum menjadi beberapa metode yang digunakan pada 

dunia usaha yaitu Skema restrukturisasi utang, yang meliputi rescheduling (penjadwalan ulang 

pembayaran utang), hair cut (pengurangan pokok atau bunga utang), debt to asset swap 

(pengalihan aset debitur kepada kreditur untuk pelunasan utang), dan debt to equity swap 

(pengubahan utang menjadi penyertaan modal), merupakan bentuk penyelesaian utang secara 

non-litigasi yang memberikan fleksibilitas bagi debitur dan kreditur dalam mengatasi krisis 

keuangan, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

“Jurnal i inii bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang muncul 

dalam penyelesaian kepailitan melalui skema restrukturisasi utang dalam konteks Undang-

Undang Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”:  
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1. Bagimana Konsep Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-

undang No. 6 Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja? 

2. Bagimana Implementasi skema restrukturisasi utang dalam penyelesian kepailitan di 

Indonesia setelah berlakunya Omnibus Law? 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metodologi yang di gunakan oleh penulis Penelitian Normatif. 

Penelitian Yuridis Normatif mengkaji aturan hukum yang berlaku dan menganalisis konsep-

konsep hukum terkait Kepailitan dan Restrukturisasi utang dalam berdasarkan regulasi baru 

yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Muhammad Zainuddin & Aisyah 

Dinda Karina, 2023). Sifat Penelitian Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan secara rinci 

regulasi mengenai penyelesaian kepailitan melalui restrukturisasi utang (Primadi Candra 

Susanto et al., 2024). Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan studi pusaka dengan 

mengkaji informasi tertulis terkait restrukturisasi utang yang di dapatkan dari berbagai sumber 

dan dipublikasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji masalah yang 

dipertimbangkan dari berbagai peraturan perundang-udang yang relevan. Peneliti 

mengumpulkan data secara mandiri dengan menggunakan metode studi dokumenter atau studi 

kepustakaan. Data yang di kumpulkan berasak dari berbagai literatur dalam bentuk karya 

ilmiah, yang kemudian dianalisis dan dikorelasikan dengan pernyataan atau fokus penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-undang No. 6 

Tahun 2003 Tentang Cipta Kerja  

Restrukturasi adalah proses penatan ulang atau peninjaun kembali terhadap kewajiban 

pembayaran utang (Nurpramana, 2022). Berdasarkan definisi tersebut, restrukturisasi dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang. 

Pertama, dalam jangka waktu penundaan sering kali terbatas, dapat memberikan tekanan 

tambahan pada debitor agar dapat mempercepat restrukturasi utangnya. Kedua, dalam proses 

perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang memang di tentukan oleh kreditor, yang 

dapat di artikan bahwa persetujuan kreditor menjadi peran yang sangat penting dalam 

kesuksesan mekanisme tersebut. Ketiga, dalam perdamaian yang telah di sepakati, masih ada 

kemungkinan untuk pembatalan putusan. Keempat, dalam proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang, debitor kehilangan sebagian kontrol atas aset maupun kekayaannya, yang 

sangat membatasi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan strategis bagi mengatasi 

masalah keuangan (Hasdi Hariyadi, 2020). 

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yang setara dengannya, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak peminjam 

diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran 

bunga. Masalah utama dalam penyelesaian utang umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

ketidaksediaan debitur untuk melunasi kewajiban atau ketidakmampuan debitur untuk 

menghasilkan pendapatan yang cukup guna membayar utangnya sesuai kesepakatan. Edward 
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W. Reed dan Edward K.Gill, menjelaskan bahwa ketidaksediaan untuk membayar utang 

cenderung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (Johanes Ibrahim, 2004). 

Saat ekonomi lagi bagus, orang atau bisnis biasanya lebih semangat buat bayar utang. 

Tapi kalau keadaan lagi sulit misalnya lagi resesi, banyak pengangguran, atau keuntungan 

usaha menurun niat buat bayar utang jadi ikut turun. Di momen-momen kayak gini, cara 

pemberi pinjaman bersikap jadi makin penting. Kalau mereka terlalu kaku, itu malah bisa bikin 

situasi debitur makin berat. Sebaliknya, pemberi pinjaman sebaiknya bisa jadi partner yang 

bantuin keluar dari masalah. Meski begitu, masalah kredit macet umumnya muncul karena 

debitur memang nggak mampu lagi dapetin penghasilan, baik dari usaha, pekerjaan, atau 

menjual aset yang mereka punya.   

Dalam penyelesaian utang umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu ketidaksediaan 

debitur untuk melunasi kewajiban atau ketidakmampuan debitur untuk menghasilkan 

pendapatan yang cukup guna membayar utangnya sesuai kesepakatan.menjelaskan bahwa 

ketidaksediaan untuk membayar utang cenderung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Dalam 

masa-masa ekonomi yang baik, keinginan untuk melunasi utang lebih tinggi dibandingkan saat 

menghadapi kesulitan ekonomi. Ketidakmauan membayar utang sering kali terkait erat dengan 

kondisi penurunan keuntungan. Pada saat-saat sulit inilah, sifat kredit menjadi semakin krusial. 

Pemberi pinjaman yang bersikap keras justru memperburuk keadaan debitur. Sebaliknya, 

pemberi pinjaman idealnya bertindak sebagai penyelamat dalam situasi tersebut. Namun, 

alasan utama terjadinya kredit bermasalah dan potensi kerugian biasanya adalah 

ketidakmampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitas bisnis normal, 

kesempatan kerja, atau melalui penjualan asetnya. 

Seseorang atau Badan Hukum yang ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit 

melalui pengadilan niaga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 

2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yaitu:  

a) Seorang debitur dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan jika memenuhi 

dua syarat utama: memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi setidaknya satu utang 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit ini dapat diajukan oleh 

debitur sendiri atau oleh satu maupun lebih dari krediturnya, 

b) Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh berbagai pihak sesuai dengan 

jenis dan status debitur. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit apabila dianggap 

untuk kepentingan umum. 

c) Jika debitur adalah bank, maka hanya Bank Indonesia yang memiliki kewenangan 

untuk mengajukan permohonan tersebut, 

d) Dalam kasus Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal, dan  

e) Sementara itu, apabila debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, 

Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan 

publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan l, 

Sa llalh saltu lalngkalh ya lng dilalkukaln Pemerintalh Indonesia l untuk mendukung 

pertumbuhaln bisnis, khususnya l Usa lhal Mikro da ln Kecil (UMK), a ldallalh denga ln mengesa lhkaln 

Unda lng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal (UU Ciptal Kerjal). Unda lng-

unda lng ini disalhkaln paldal 5 Oktober 2020 da ln diundalngkaln oleh DPR RI paldal 2 November 
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2020. Tujualn utalma l UU Ciptal Kerjal alda lla lh mencipta lkaln la lpalngaln kerjal yalng lebih luals sertal 

meningkaltkaln investalsi, balik a lsing malupun domestik, melallui penyederhalnalaln persya lraltaln 

perizinaln usalhal daln pembebalsaln ta lnalh. Dukunga ln penuh pemerintalh terhaldalp UMK diberikaln 

ka lrenal sektor ini memiliki peraln penting dallalm mendorong perekonomialn nalsiona ll. UMK 

memberikaln berbalgali malnfalalt, seperti menciptalka ln lalpalngaln kerjal ya lng membalntu 

menurunkaln alngkal pengalngguraln, berkontribusi paldal pembentukaln Produk Domestik Bruto 

(PDB), da ln berfungsi sebalgali jalring pengalmaln ekonomi, khususnyal balgi malsyalralkalt 

berpenghalsilaln renda lh, untuk menjallalnkaln kegialtaln ekonomi produktif (Monical Glorial, 2021). 

Unda lng-Undalng Nomor 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal disalhkaln oleh pemerinta lh 

Indonesial dengaln tujualn untuk memperkua lt ekonomi melallui peningkaltaln investa lsi daln 

kemudalhaln berusa lhal, meningkaltkaln perlindungaln sertal kesejalhteralaln pekerjal, memberikaln 

kemudalhaln daln pemberdalyalaln balgi koperalsi sertal UMKM, sertal mendorong percepaltaln 

pelalksalnalaln proyek straltegis nalsionall. UU Ketenalgalkerjalaln merupalkaln sallalh saltu peralturaln 

ya lng direvisi seiring dengaln berlalkunyal UU Ciptal Kerjal. Dallalm Pa lsa ll 95, dialtur ba lhwal jikal 

da llalm perusalhalaln dinyaltalka ln palilit altalu dilikuidalsi, malkal alkaln menjaldi kewaljibaln perusa lhaln 

untuk membalya lrkaln upalh daln halk-halk pekerjal yalng halrus diselesalikaln lebih dalhulu sebelum 

membalyalr kreditur lalinnyal, termalsuk kreditur dengaln halk jalminaln kebendalaln. Denga ln kaltal 

lalin, palsall ini memberikaln halk istimewa l kepaldal pekerjal untuk mendalpaltkaln prioritals 

pembalyalraln upalh alpa lbilal perusalhalaln menga llalmi kepalilitaln. 

Da llalm UU Kepa lilitaln yalng menetalpkaln ba lhwa l halk pekerjal seba lgali kreditur dibalyalrkaln 

setelalh kreditur sepalraltis (Edy Sony et a lll, 2023), ya lng dimalnal bertentalngaln dengaln UU Ciptal 

Kerjal yalng memberikaln prioritals paldal halk upalh pekerjal. Perbedala ln ini selallu memicu konflik 

a lntalral pekerjal daln Perusalhalaln yalng diwa lkili oleh kuraltor, kalrenal kuraltor cenderung lebih 

mengalcungkaln  a lturaln-alturaln yalng dialtur da llalm UU Kepa lilitaln (Sony & Ma lnery, 2022) 

Indonesial suda lh lalmal mempunyali Unda lng-undalng Kepalilitaln altalu Falillissements-

VerordeningStalaltsblald 1905 Nomor 217 junctoStalaltsblald 1906 Nomor 348. 

Na lmun kondisi ini tidalk berjallaln sebalgalimalnal mestinyal. Dengaln pesaltnyal 

perkembalngaln perekonomialn Indonesial, sema lkin balnyalk perusa lhalaln yalng mengallalmi 

malsallalh keualngaln hinggal tidalk malmpu membalyalr utalngnyal. Situalsi ini diperburuk oleh krisis 

moneter yalng melalndal Indonesial daln berkembalng menjaldi krisis multidimensi. ALkibaltnyal, 

diperkiralkaln sekitalr 200.000 perusalhalaln di Indonesial berpotensi mengallalmi kepalilitaln 

(Muha lmmald iqball & Roudotul jalnna lh, 2021). Kedual Stalaltsblald tersebut kemudialn diperbalrui 

melallui Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1998, menjaldi Undalng-Undalng Nomor 37 Talhun 

2004. Penundalaln Kewaljibaln Pembalyalra ln Utalng (PKPU) merupalkaln istilalh ya lng eralt 

ka litalnnyal dengaln malsa llalh kepalilitaln. Istilalh ini umumnyal digunalkaln untuk merujuk paldal 

kondisi insolvensi, yalitu ketidalkmalmpualn debitur untuk membalyalr utalng-utalngnyal ya lng telalh 

jaltuh tempo (Izzy ALl Kalutsalr & Dalnalng Walhyu Muhalmmald, 2020). 

Menurut Ka lrtini Mulyaldi, permohonaln kepa lilitaln yalng didalsalrkaln palda l utalng berupal 

kewa ljibaln pembalyalraln sebalgali galnti bialya l, kerugialn, daln bungal ha lnyal dalpalt dia ljukaln jikal 

kewa ljibaln tersebut beralsall dalri sua ltu perjalnjialn. Selalin itu, jumlalh utalng dallalm bentuk 

kewa ljibaln pembalyalra ln tersebut halrus seca lral jelals da ln palsti tercalntum dallalm perjalnjialn yalng 

menjaldi dalsalr terjaldinyal perikalta ln tersebut (Fa lishall Faltalhillalh, 2023). 
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Implementalsi Skemal Restrukturisalsi Utalng Dallalm Penyelesialn Kepalilitaln Di Indonesial 

Setelalh Berlalkunyal Omnibus Lalw 

PKPU (Penunda laln Kewaljibaln Pembalya lraln Utalng) aldallalh mekalnisme yalng 

memberikaln kesempaltaln kepaldal debitur untuk melalkukaln restrukturisalsi utalng, seperti yalng 

sering diteralpkaln dallalm pralktik perbalnkaln. Menurut Suta ln Remy Sjalhdeini, restrukturisa lsi ini 

da lpalt dilalkukaln melallui berbalgali bentuk, a lntalral lalin penjaldwallaln ulalng pembalyalra ln utalng 

(rescheduling), pemberialn malsal tenggalng balru (gralce period) yalng berfungsi sebalgali 

moraltorium balgi debitur, perubalhaln persyalraltaln perjalnjialn utalng (reconditioning), 

penguralngaln jumlalh utalng pokok (halircut), serta l penguralngaln altalu penghalpusaln bunga l yalng 

tertunggalk, dendal, daln bia lyal lalinnyal. Selalin itu, restrukturisalsi jugal dalpalt mencalkup 

penurunaln suku bunga l, memberikaln utalng ba lru, mengkonversi utalng menjaldi moda ll 

perusa lhalaln (debt-to-equity conversion altalu debt-equity swalp), penjuallaln alset tidalk produktif 

a ltalu yalng tidalk diperlukaln lalngsung da llalm kegialtaln usa lhal untuk melunalsi utalng, sertal bentuk-

bentuk lalin yalng sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln yalng berla lku (Halri 

Sutra l Disemaldi & Dalniall Gomes, 2021). 

Da llalm dunial bisnis yalng penuh ketida lkpalstialn daln persalingaln ketalt, menjalgal 

kestalbilaln keua lngaln menjaldi talntalngaln besa lr balgi balnyalk perusa lhalaln. Talk jalralng, demi 

menjalgal kela lngsungaln operalsionall daln pertumbuhaln usalha l, perusalhalaln perlu menalmbalh 

modall melallui pinjalmaln. Nalmun, ketikal alrus ka ls tidalk mencukupi untuk memenuhi kewa ljibaln 

pembalyalraln, risiko galgall pembalyalraln pun talk bisal dihinda lri daln ini bisal mengalncalm 

kelalngsungaln hidup 

perusa lhalaln itu sendiri. Di sinilalh peraln penting restrukturisalsi utalng mulali terlihalt. Restruktu

risa lsi utalng merupalkaln straltegi yalng ditempuh untuk mengaltalsi persoa llaln keualnga ln ya lng 

da lpalt memicu sengketal altalu balhkaln sudalh menjaldi perkalral hukum, balik di dallalm malupun di 

lualr pengaldilaln. Proses ini bukaln halnyal soa ll memperpalnjalng jalngkal walktu pembalya lraln altalu 

menguralngi bebaln utalng, tetalpi jugal mencerminkaln upalyal bersalmal alntalral debitur daln kreditur 

untuk menyusun solusi penyehaltaln yalng sistemaltis daln reallistis. Dengaln pendekaltaln ini, 

perusa lhalaln tidalk halnyal diberi rualng untuk memikirkaln kelalnjutalnyal, tetalpi jugal kesempaltaln 

untuk memperbaliki kinerjal daln kemballi ke jallur pertumbuhaln. 

Memalng, restrukturisalsi uta lng bukaln seka ldalr upa lyal aldministraltif altalu peruba lhaln 

a lngkal di altals kertals ial melibaltkaln proses hukum daln bisnis yalng cukup kompleks. Sa llalh saltu 

talntalngaln utalma lnyal terleta lk pa ldal penyusuna ln ulalng kontralk yalng telalh disepalkalti sebelumnyal. 

Ha ll ini menghalruskaln palral pihalk terutalmal debitur daln kreditur untuk kemballi ke mejal 

perundingaln daln membicalralkaln ulalng hall-ha ll menda lsalr seperti skemal pemba lyalraln, ja lminaln, 

bunga l, sertal tenggalt walktu. Di sa lmping itu, restrukturisalsi jugal salngalt eralt ka litalnnya l dengaln 

perjalnjialn pembialyalaln altalu Finalncing ALgreement. Dokumen ini bialsalnyal memualt berbalgali 

klalusul penting yalng membaltalsi rualng geralk debitur, seperti covenalnt keualngaln, klalusul 

percepaltaln (alcceleraltion claluses), hinggal ketentualn terkalit jalminaln. Mengubalh isi perjalnjialn 

ini bukaln halnyal membutuhkaln persetujualn tertulis dalri seluruh pihalk terkalit, talpi juga l halrus 

melallui alnallisis risiko yalng maltalng algalr tida lk menimbulkaln kerugialn hukum malupun fina lnsiall 

di kemudialn halri. 

Dilalnjutkaln dengaln proses negosialsi yalng bisa l salngalt menalntalng, terutalmal jikal 

terdalpalt balnyalk kreditur dengaln kepentinga ln yalng beralgalm. Menyaltukaln sua lral dalla lm forum 

negosialsi seringkalli menjaldi baltu salndunga ln, alpallalgi jikal terdalpalt perbedalaln palndalnga ln soall 
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nilali likuidalsi alset, prioritals pemba lyalra ln, altalu potensi kelalngsungaln usa lhal debitur. 

Restrukturisalsi utalng da llalm konteks perseroaln terbaltals merupalkaln upa lyal penyesua lialn 

kewa ljibaln utalng perusalhalaln untuk memulihkaln stalbilitals keualngaln melallui berbalgali metode, 

seperti moraltorium (penundala ln pembalyalra ln utalng), halircut (penguralngaln pokok alta lu bungal 

pinjalmaln), perpalnjalngaln jalngkal walktu peluna lsaln, konversi utalng menjaldi salhalm, pembebalsaln 

utalng, balilout oleh pihalk ketigal, daln write-off (penghalpusaln utalng dalri pembukualn). 

Restrukturisalsi utalng paldal perseroaln terba ltals bisa l dilalkukaln denga ln berbalgali calra l. 

Tujualn utalmalnyal aldallalh membalntu debitur yalng sebenalrnya l malsih malmpu membalyalr 

utalngnyal untuk menaltal kemballi kewa ljibaln keualngalnnya l kepaldal palral kreditur. Ini 

dimungkinkaln kalrenal nila li alset altalu keka lya laln debitur malsih melebihi totall utalngnya l. Dallalm 

proses kepa lilitaln, aldal prinsip ya lng disebut alsals kelalngsungaln usalhal, yalng memberi pelualng 

ba lgi debitur beritikald balik untuk menyelesa likaln utalngnyal daln tetalp menjalla lnkaln bisnisnyal 

(Tim Hukumonline, 2023).Selalin itu, aldal malsal penalngguhaln ya lng berfungsi untuk membalntu 

pengelolalaln alset debitur secalral lebih optimall. Menurut Elya l Rals Ginting, ma lsal ini 

dimalksudkaln algalr debitur punyal kesempa ltaln untuk menyelesalikaln uta lngnyal secalral lebih 

teralralh, sekalligus menghindalri risiko kebalngkrutaln totall. Ini menunjukkaln pentingnyal 

perlindungaln terhaldalp kedual belalh pihalk balik debitur ma lupun kreditur algalr proses 

restrukturisalsi utalng berja llaln seimbalng. Da llalm konteks kepalilitaln, proses ini merupalkaln 

mekalnisme bersalmal untuk mengumpulka ln daln memalksimallkaln nilali likuidalsi da lri halrtal 

debitur ya lng palilit. Nalntinyal, halsil likuida lsi itu dibalgikaln ke semual kreditur berda lsalrkaln 

urutaln daln jenis piutalng malsing-malsing (Elytal Rals Giting, 2018). 

 

SIMPULALN 

 Da llalm penelitialn ini, menyimpulkaln ba lhwal resktrukturisalsi yalng terjaldi dallalm 

Kepa lilitaln daln penundalaln kewaljibaln pemba lyalraln utalng merupalkaln proses kepa lilita ln, dallalm 

pekalral tertentu jugal bisal di kaltegorikaln sebalgali restrukturisalsi usalhal, yalng dimalnal kital 

mengalwallinyal dengaln aldalnyal rencalna lyal perdalmalialn .Paldal Implementalsi skemal 

restrukturisalsi utalng ini pa lling sering mengguna lkaln metode rescheduling. Wallalupun sering di 

jumpali da llalm pralktek tidalk selallu salmal, jugal di talmbalhkaln dengaln alset/halrta l dalri debitor  , 

ALset debitor jugal sering di konversi menja ldi sa lhalm / debt to equilty swa lp .Da llalm situalsi ini 

jugal sulit jugal balgi debitur kalrenal perbeda laln a lntalral UU Kepa lilitaln yalng malsih memberikaln 

keuntungaln kepaldal Kreditur sebalgali pemegalng halk altals a lset debitur. Sehingga l yalng 

mengalkibaltkaln debitur sulit mengalkses ha lrtalnyal sendiri.Resktrukturisalsi sendiri sering 

mengallalmi terkendallal dalla lm penyusunaln perencalnalaln perdalmalialn ka lrenal tidalk sesua li dengaln 

kepentingaln debitor daln kreditor. 
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